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PENDAHULUAN 
Kemajuan pembangunan suatu negara, sangat dipengaruhi oleh tingkat capaian pembangunan 
sumber daya manusianya di bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting 
dan strategis dalam pembangunan nasional dan merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara 
(Sagala, 2006), terutama dalam hal mencerdaskan bangsa. 
Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menyatakan bahwa: salah satu tujuan  negara 
Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia 
berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa 
memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat 
warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk 
mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan 
modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.        Selanjutnya   dipertegas pula pada Pasal 31 UUD 
1945 menyatakan bahwa: 
1) Setiap   warga negara berhak mendapatkan pendidikan;  
2) Setiap    warga negara  wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;  
3) Pemerintah        mengusahakan    dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa;  
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta  
5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 
 Kenyataan di lapangan biaya sekolah sangat mahal, hal ini dirasakan oleh masyarakat yang 
tergolong miskin. Sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar seharusnya ikut mengawasi 
pungutan yang dilakukan sekolah, serta sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta 
didik. Selain itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mempunyai kewajiban untuk mengatasi dan 
mencarikan solusi terhadap pemecahan permasalahan pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah. 
Melihat latar permasalahan pungutan dan sumbangan masyarakat untuk kepentingan sekolah serta 
bagaimana pengawasannya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan “kebijakan 
pendidikan gratis”, yang sekaligus sebagai salah satu program kerja sesuai dengan janji kampanye  dari 
pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Juliyatmono dan Rohadi Widodo, dengan periode 
kepemimpinan  tahun 2014-2018, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karnganyar 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014-2018. 
Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (lima tahun) adalah “Bersama 
Membangun Karanganyar”. Dalam rangka mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten 
Karanganyar,  dibuatlah misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang meliputi: (i) Pembangunan 
Infrastruktur Menyeluruh, (ii) Penciptaan 10.000 Wirausahawan Mandiri, (iii) Pendidikan Gratis 
SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis, (iv) Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan, dan (v) 
Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya. 
Skema pendidikan gratis dengan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di 
Kabupaten Karanganyar mulai diimplementasikan sejak tahun 2014, sesuai janji kampanye calon bupati 
dan wakil bupati. BOSDA digunakan untuk penyediaan pembiayaan operasional sekolah yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.BOSDA diberikan kepada 
Sekolah Negeri dan Swasta serta Madrasah.  
Kebijakan Pemerintah Daerah tentang pendidikan gratis (BOSDA) digunakan untuk pembebasan 
SPP, biaya masuk sekolah dan kegiatan sekolah seperti ekstra kulikuler dan lain-lain. Biaya yang 
digratiskan di luar pembelian baju seragam, buku-buku tulis, tas sekolah dan sepatu untuk kepentingan 
siswa sendiri. Setelah BOSDA dlaksanakan selama dua tahun (sejak tahun 2014), masih dijumpai adanya 
permasalahan,  antara lain:  
1. Biaya seragam siswa baru bagi sebagian siswa kurang mampu, sulit dijangkau secara ekonomi. 
2. Persepsi orang tua siswa yang keliru tentang pendidikan gratis, mereka memandang bahwa pendidikan 
gratis semua harus gratis. 
     (http://www.kompasiana.com/sitichotijah, 17 Agustus 2015). 
 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014,  antara lain mengamanatkan adanya pengalihan kewenangan pendidikan 
menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, pengelolaan SMA dan SMK akan diambil alih Dinas 
Pendidikan Tingkat Provinsi.  Kondisi ini akan memunculkan problem tersendiri nantinya, seperti 
disampaikan oleh Sutarno, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam Suara Merdeka, 11 
Juli 2016 sebagai berikut:  
Dari uraian di atas, implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di 
Kabupaten Karanganyar di samping telah mampu mengurangi beban masyarakat dalam hal biaya sekolah 
serta merupakan program unggulan dalam melaksanakan pelayanan dasar di bidang pendidikan, namun 
demikian pelaksanaan program BOSDA masih menyisakan pemasalahan dalam implementasinya, dan 
permasalahan terkait dampak diterapkannya BOSDA, seperti berkurangnya anggaran pengembangan 
sarana dan prasarana pendidikan yang dapat memepengaruhi kualitas proses belajar mengajar di sekolah 
dan faktor eksternal seperti pengawasan/evaluasi dan pengembangan keberlangsungan program BOSDA 
oleh Pemerintah Daerah, maka dari itu adalah menarik dan penting bagi peneliti untuk melakukan kajian 
tentang implementasi/ pelaksanaan kebijakan BOSDA di Kabupaten Karanganyar. 
Selaras dengan latar belakang masalah di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 
tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten 
Karanganyar, yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian:1) Bagaimanakah proses implementasi 
kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Karanganyar? 2) Apakah 
pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Karanganyar telah memenuhi 
aspek kepatuhan terhadap standar aturan yang telah ditetapkan?3)  Faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi  Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Karanganyar baik faktor 
pendukung maupun faktor penghambat? 
 
